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OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONOOWOSO, 

Menimbang : a. hahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan 
kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang 
dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 
dan jaringannya, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Pas 
Pelayanan Terpadu (Posyandu) , perlu diselenggarakan 
program Bantuan OperasionaI Kesehatan (BOK); 

Mengingat 

b. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dapat terlaksana dengan efektif, efisien , dan 
tepat sasaran , baik dari administrasi , operasional, dan 
pertanggungjawabannya, perlu menetapkan Pedoman 
Operasional Penyelenggaraan Program Bantuan 
OperasionaI Kesehatan (BOK) di Kabupupaten Bondowoso 
Tahun 2019 dengan Peraturan Bupati ; 

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Befita Negara Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah 
diubah den gan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
1965, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
Nomor 4286 ); 

3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

4. Undang-Undang .. . 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomorl44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang NomoI' 12 Tahun 20 11 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 
5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara RepubLik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republiklndonesia NomoI' 5679); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200 5 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 20 14 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Beri ta Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676 ); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

14.Peraturan ... 
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